Mengingat

a dalam upaya mewujudkan stabilitas dan penanganan

hnﬂikdidaemhpmhhomdmaﬁmtarpnnpinandamh
- dengan pimpinan instansi vertikal,

bahwa agar  koordinasi antar pimpinan sebagaimana
dnnaksuddalamhmﬁatcrlaksﬂmdctmnupmnalpaiu
dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum
Koordinasi Pimpinan Kecamatan di kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan
Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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©. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
Republik Indonesia (Lembaran
Tahun 2004 Nomor 67, Tambaha
Indonesia Nomor 4399),

2004 tentang Kejaksaan
Negara Republik Indonesia
n Lembaran Negara Republik

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Ne ' ’
gara Republik Indones
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan e

: Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 4439); gara

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5315);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Taht_m 20}5
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 96 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

| 3
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Batang Hari.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom,

Bupati adalah Bupati Batang Hari.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan
daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian urusannya.

8. Dekonsentrasi .....
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8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada
gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab
urusan pemerintahan umum.

9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau
lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan
pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom
dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

10. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.

11. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya
disebut Fokopim Kecamatan adalah forum yang digunakan
untuk membahas urusan pemerintahan umum di kecamatan.

12. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
pemerintah daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.

13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh

camal.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN FORKOPIMDA
DAN FORKOPIM KECAMATAN
Pasal 2
Maksud dibentuknya Forkopimda dan Forkopim Kecamatan
adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah dan di
wilayah kecamatan.
Pasal 3

Forkopimda dan Forkopim Kecamatan bertujuan untuk
mengkoordinasikan setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum di daerah dan di kecamatan serta
melakukan upaya/langkah kongkrit yang terkoordinasi dalam
mewujudkan stabilitas wilayah.

BAB 11l
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pasal 4

nyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi: :

:.c pzmbinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia di daerah dan/atau kecamatan;
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